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Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 
tanpa seizin Pengadilan Agama Muara Labuh 
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SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA DALAM EKONOMI SYARIAH  
DENGAN ACARA SEDERHANA TIDAK MEMENUHI SYARAT 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 

50 tahun 2009; 

3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan 

dan pengendalian Administrasi perkara; 

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan 

Pengadilan Agama; 

5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 

002 Tahun 2012 tentang Pedoman 

penyusunan Standar Operasional Prosedur 

di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan 

Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Aministrasi Peradilan; 

7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 

8 Perma Nomor 5 Tahun 2015 

1. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian 

Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 

2. Menguasai Aplikasi SIPP  

 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

1. Manual Mutu 

 

1. Data-data pendukung 

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 

3. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka 

administrasi tidak akan terlaksana dengan baik 

 

EKONOMI SYARIAH 
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SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA DALAM EKONOMI SYARIAH  
DENGAN ACARA SEDERHANA TIDAK MEMENUHI SYARAT 

 

No Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket Petugas 

Meja I 

Petugas 

Meja II 
Meja III Panitera Hakim Ketua Kelengkapan Waktu Output 

1 Penggugat 

mendaftarkan 

gugatannya melalui 

Meja I 

      kertas, 

alat tulis, 

dan 

referensi 

terkait 

10 

menit 

Diterim

anya 

gugatan 

sederha

na 

ekonomi 

syariah 

 

2 Meja I memeriksa 

berkas gugatan yang 

sudah dilegalisasi 

kemudian diberikan 

kepada Panitera 

 

      kertas, 

alat tulis, 

dan 

referensi 

terkait 

10 

menit 

Pemerik

saan 

berkas 

 

3 Panitera memeriksa 

pendaftaran dan 

syarat-syarat gugatan 

sederhana 

 

      kertas, 

alat tulis, 

dan 

referensi 

terkait 

15 

menit 

Pemerik

saan 

berkas 

 

4 Panitera 

mengembalikan 

gugatan yang tidak 

memenuhi syarat 

tersebut 

      kertas, 

alat tulis, 

dan 

referensi 

terkait 

10 

menit 

  

5 Berkas pendaftaran 

dicatat dalam buku 

register khusus 

gugatan sederhana  

      PC, 

kertas, 

alat tulis, 

dan 

referensi 

terkait 

5 

menit 

  

 


